
Rasionalisasi APBD Gumas di DPRD Gumas Tuntas Dibahas 

 

kaltengtoday.com – Kuala Kurun – Legislator Gunung Mas (Gumas), Untung Jaya Bangas 

menyampaikan bahwa pihaknya bersama Sekretariat DPRD Gumas sudah melakukan rapat 

membahas rasionalisasi dan penyesuaian APBD Gumas Tahun Anggaran 2020, Senin (20/4). 

Ia mengatakan, penyesuaian APBD 2020 dalam rangka penanganan virus Corona atau Covid-

19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian Nasional pada umumnya dan 

perekonomian Kabupaten Gunung Mas khususnya, merupakan tindak lanjut dari Perpres 54 

tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. 

Selain itu, juga termuat dalam Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan nomor 

119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020. 

“Selain DPRD yang harus melakukan rasionalisasi dan penyesuaian anggaran, OPD pun 

melakukan hal yang sama. Ini dilakukan dalam upaya pencegahan dan pemutusan penyebaran 

Covid-19 di wilayah ini. Zona kuning penyebaran Covid-19 di daerah ini, kita harapkan 

menjadi zona hijau,”bebernya kepada awak media, Kamis (23/2/2020). 

Politisi Partai Demokrat ini menyebut, rasionalisasi dan penyesuaian anggaran dilakukan 

pada beberapa kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting atau kegiatan yang dapat ditunda 

pelaksanaannya. 

“Kegiatan perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Gunung Mas oleh sekretariat dan anggota 

DPRD, study banding anggota DPRD serta bimbingan tekhnis anggota DPRD 

dirasionalisasikan,” ujar legislator Dapil III Gumas ini. 

Perjalanan dinas dalam daerah Gumas anggota DPRD Gumas, lanjut dia, tetap dipertahankan 

atau tidak dirasionalisasikan, karena itu menyangkut pelaksanaan tugas pengawasan 

penanganan Covid-19 di wilayah Gumas oleh Pemerintah Daerah Gumas. 

“Bantuan untuk masyarakat Gunung Mas terdampak Corona dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gumas, pengawasannya oleh DPRD Gunung 

Mas dilakukan untuk memastikan pemberian bantuan tepat guna dan tepat sasaran,” 

tandasnya. 

Ia menambahkan, bidang kesehatan dan bantuan kepada masyarakat Gumas serta dunia usaha 

di Kabupaten berjuluk Habangkalan Penyang Karuhei Tatau yang terdampak Corona harus 

diperhatikan. 

“Pemerintah Pusat menginstruksikan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 

memberikan  perhatian terhadap masyarakat Gunung Mas serta dunia usaha di Gunung Mas 

terdampak Corona dan sektor kesehatan,” demikian Untung J Bangas. [Jek-KT] 

 

Sumber berita: 

1. Kaltengtoday.com, Rasionalisasi APBD Gumas di DPRD Gumas Tuntas Dibahas, 

Kamis, 23 April 2020; 

2. Kalteng Pos, Dewan Setuju Anggaran Dirasionalisasi, Selasa 28 April 2020. 

 

 

Catatan berita: 

 

 Pasal 3 ayat (1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, 

Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah 

berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan 



Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19. 

 Pasal 3 ayat (3) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD. 

 

 Pasal 4 menyebutkan: 

(1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dam pak pen ularan CO VID-1 

9 se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 

rancangan perubahan APBD. 

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan 

langsung pada belanja tidak terduga. 

(3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan: 

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta 

pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 
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